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PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DI
INDONESIA
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Pendahuluan

Kebijakan pendidikan nasional di [ndonesia didasasi oleb
pembukaan dan batang tubuh ULTD 1945 Dalam kaitan
dengan pendidikan, pembukaan UL [245 menyataken, ",

. untuk  memapukan  kesejahteraan  umum,
mencerdaskan kelidupan bangsa, . ... .. ... - " . Pernyataan
pada alinea pembukaan UUD 1945 tersebut mencenminkan
arah dan sikap perlunya pendidikan bagi bangsa Indonesia.
Sementara itu dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31
dinyatakan bahwa;

|. Tiap-tiap warga negara berhak  mendapatkan
pengajaran
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2. Pemerintah mengusahakan dan menyelengoarakan
satu sistent  pengajaran nasiopal,  vang diatur
dengan perundang-undangzan.

Pelaksansan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1943 tersehu
dimulai  dengan dibentuknya Kementerian  Pendidikan,
Peppalaran dan Kebudavaan pads sast kabinet presidensial
pertama Republik Indonesia.

Balam  penvelengearaan pendidikan, pengalaman
menunjukkan  bahwa (izp pergantion pimpinan departemen
sermg puls ditkuti perubahan dalam kebijakan dan strates:
pelaksanaszn pendidikan Hal 1m disebabkan wupaya dan
timidaksn sebelumnya dianggeap kurang sesuar dengan kebijakan
baru yang diinginkan,  Akibainya adalah tidak terjamineva
kontenuitas dan stabilitas pelaksanasn pendidikan nasional,

Salah satu usaha pertama untuk menjamin stakilitas dan
kontinuitas  pelaksanaan  pendidikan  nasional  jalah
dikeluarkannya Undang-Undang Mo, 4 tahun 1930 yang
berlaku untuk wilayah yang terbatas, Undang-undang tersebut
kemudian  diberlakukan  untuk seluruh Indopesia  dengan
Lindang-Undang No. 12 tahun 1954, Padas masa 1lu undang-
undang ing juza diharapkan menjadi pyakan otk melakukan
perubaban  sistern pendidikan  vang  ditingoalksn  olch
solonialisme Belanda yang dianggap tidak mengekar pada
rakyvat Indonesia dan tidak merasa dimiliki rakvat.

Dalam perjalanannya, dinamika dan tuntutan terhadsp
perkembangan dunis pendidikan, tidak ditkuti oleh penerbitan
dan  pemberlakuan  kebijakan  yang menunjang  kearah
terselenggaranva sistemnn pendidikan yang tepat dan relevan
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dengan kondist  zamannya, Dalam  implementasinva.
kelsijakan-kebijakan pendidiban yvang lama tidak lagi mampue
mengantisipesi  perkembangan sskior pendidilkan.  Barulah
pada tahun 1989, diperbaiki dan diberlakukannya undang-
undang sistem pendidikan yang baru yang dinyatakan schagai
slandarisasi sistem pendidikan nasional,

Sejak saat it dunia pendidikan di Indonesia memilila
standarisasi kebijakan berupa UL Ne. 2/ 1989 mengena:
sistem pendidikan nasional. sehingga berbagai kebijakan vang
dibuat senantissa merujuk UL tersebut, UL No, 2/1989 1m
bersumber  dari pasal 31 UUD 1945, wvang  kemodian
diturunkan ke dalam  Gans-Gans  Besar Haluan MNegarea
fGBHN)  Dalam GBHN 1988 termuat antara lain teniang
tujuan pendidikan nasional. vang mengandung sedikitnyva 16
bustir  jabaran  (Moedjanto; | 903) Dalam: bahasa sang
sederhana, dinyatakan babwa yoan pendedikan nasional
adatah mewujudkan manusia lndonesia yang berotak, berwatak
dan berketeampilan,

Penjabaran fujuan pendidikan nasional yang demikian itu
telah mendukung usaba untuk mengembangkan sumber daya
manusia (SDM) vang terkenal dalam lima tahun terakhic yang
diangpap sebagai modal dasar pembangunan. . Jika ditelusui
jabaran GBHN tersebut lebii lanjut memperlibatkan bahwa
kebijakan pembangunan  nasional menyatakan  peranan
pendidikan mengabdi untuk kepentingan ckonomi.  Artinya,
peranan pendidikan lebih diprioritaskan untuk mempersiapkan
lenaga kerja guna menopang proses produksi dari pada umuk
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melaksanakan  peranan  pendidikan  yang  lain, sepert]
pemerataan pendapatan dan pengembangan disiplin sosial.

Saat ini,  meruyjuk UL No. 21987 tentang sistem
pendidikan nasional yang termuat didalamnya tenfang tujuan
pendidikan pasional dan beberapa pasal kurikulum telah
menjadi alasan disusun,  dikembangkan dan diberlakukannya
kunkulum 1994, Kurkulom itu pada desarmye  memuat
reNcANA  pengajaran o yang mcn}'ﬂ.llgl-:tlt pengembangan
intelektualitas,  moralitas dan ketrampilan peserta  didik,
Kurikulum baru ini dalam beberapa hal tefah merubah kembali
substansi dan arah pendidikan nasional.  Namun pihak
pemerintalk  membantah  babwa  tindakan  pemberlakuan
Rurtkulum baru ini merupakan warisan penyakit lama, dimana
bergant mentern bectukar kebijakan

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan yang
diterbutkan  mesuliki  berbagai  permasalahan  ditingka
pengimplementasiannya.  Hal o sejalan dengan  kondisi
ampir dizemua negara-negara berkembang, dimana formulasi
kebijakan-kebijakan mudah diterbitkan karena kuainya posisi
pars  cksekutif,  pamuen sulit untuk  ditetapkan karens
mienghadapt  kendala-kendala dilspangan.  Berbeda dengan
dinegara maju,  kebijakan-kebijakan yang diusulkan lebib
banvak terbentur ditingkat formulasi ketimbang implementasi,
disebabkan  sengitnya  diskasi  vang  dilakekan  dalam
merumuskan dan memutuskan kebijakan tersebut.  Sehingpa
dalam pengimplementasiannya tidak menemukan kendala vang
berarti.
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Realitas Pendidikan Di Indonesia Dewasa Ini

Garis-garis RBesar Haluan Negara 1993 menyatakan bahwa
sasaran bidang pembangunan jangka pampang kedus (PIPT 1)
adalah  menparahkan  pembangunan pendidikan  pada
peningkatan harkat dan martabal manusia serta kualitas sumber
dava manusia Indopesia  serta meningkatkan  pemerataan
kesempatan  untuk  memperolch  pendidikan.  Peningkatan
kkualitas  pendidikan  bharus  dipenuhi  melalui  peningkatan
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya,
pembaruan  kurikulum sesuai dengan  perkembangan imu
pengetahuan dan teknologi,  serta penyedisan sarana dan
prasarana yang memadai,

Dalam hal pemerataan  kesempalan  pendidikan  untuk
tingkat SD, pada dasamya telah dimulal pada awal 1970-an
vang lalu dengan dicanangkan program 5D Inpres untuk
mempercepat  peningkatan  pendidikan  rakyat  diselurub
Indonesia, khususnya pada usia sckolah. Disamping itu juga
dicanangkan program wajib belajar enam  tahun,  wang
kemudian pada tahun-tahun terakhic ini ditingkatkan menjadi
wajib belajar sembilan tahun, Secars kuantitatif. program ini
telah memberi hasil vang positif dengan semakin tingginya
persentase penduduk yang melek buref.  Namuon yang jadi
masalah adslah tingginva persentase (38 %) anak-anak tamatan
4D vane tidak melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tingg:
(Republika, 1993},  Mepurut hasil survel Susenas hal im
dischabkan alasan biava (69, 19 %), menganggap pendidikan
sudah cukup (11, 18 %) mencari peketjaan (4, 52%), jaubnya
lakasi sekolah/tidak ada sekolab (4, 4 %%), merasa miirannya
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tidak mampu (2, 42 %) dan karena sebab lainnva (8, 29 %)
{Mustrofin, 1993).

Kendati angka tamatan 5D vang tidak melanjutkan sekolsh
secara nasional adalah 38 %%, namun jika dianalisis lebih jauh
untuk dacrah luar Jawa angka vang ditunjukkan lebil tingg:
vaitu antara 45 % &'d 51 %, Hal im merupakan salah satu
cerminan tefadinya ketimpangan pembangunan wilayah, yakni
ketimpangan antara pembangunan kota dan pembangunan desa,
Tingginya persentase  yang  menvatakan  tadanya  biays
melanjutkan sekolah ketinghkat vang lebah tinggi merupakan
alasan yang sangat tragis. kenyvataan ini sekaligus imemperkuat
debat dan pugalan mengenai arah  pembangunan vang harus
dipilib, yaitu antara berorientasi pertumbiehan atau pemerataan,
Artinya, vang terjadi-adalab tidak meratanva jumlah penduaduk
vang menikmar hasil-hasil pembangunan selama i,

Alasan masyarakat yang menvatakan jarak sekolah teclalu
jauh (yang berarmi juga tidak ada sekolah dilingkunganoya)
meskipun tidak terlalu menyolok persentasenya namun perlu
dicermati. Hal mi sebetuinva bisa ditafsirkan bugh dari model
pemibangzunan yvang berpthak kedacrah perkotaan (nrban bigs)
sehingiza sekolah-sekalah yang mervpakan pubine ey lebih
banvak dibangun dan dikonsentrasikan pada daerah perkotaan
atan  daerah  pedesaan  vang  mudah  dijangkan  dengan
mengguitakan sarana transportasi.  Akibatnva penduduk yang
tinggal di  daerah-daerah  tingkat aksesibiltasnya iendah
mendapatkan  pelayanan  pendidikan vang  juga  rendah.
Bukankah hal ini reflekst dan tegadinva hubungan "kota-desa”
vang bersifat eksploatif dan menguntungkan orang kota.

I
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Perlakuan  yanz seragam  terhadap ketidakseragaman
kualitas berbagai sekolah oi atas sepertinya pemeriniah
menganut - pendekatan  fungsional i dalam  menerapkan
kebijakan pendidikan, Menurul aliran fungsional. sekolah ity
bersifat fungsional dan menghendaki arang diberi kesempatan
yang sama untuk memperoleh pendidikan.  Pendekatan ini
sepertinyn mengabaikan  perlunya tercipta equalify  dalam
berbagai hal sebelum memberikan perfakian VangE sama.
Kesetaraan vang dimaksud adalah dalam hal equalin: af acces,
equality af survival, egualing of owpw do eguality of antcome
(Farrel, 19823 Pendekatan fungsional ini dikeitik  aleh
pendekatan konflik vang menvatakan bahwa tidak cubup hanva
sekedar memberikan kesempatan vang cama pada masing-
masing orang, pada orang yang tidak sama letap  akan
menemut berbagai kegagalan. Untuk ite bagi orang yang tidak
sama, perlu diberikan kesempatan yang berbeds pula.

Pada tingkat pendidikan tingei, pergurvan tinggi di
Indenesia melahirkan potensi sumber dava untuk perkiprah di
berbagai sektor pembangunan.  Secara eksplisit peranan dan
fungsi pendidikan adalsh mempertahankan keberlangsunpan
nilai-milal masyarakat Indonesta vang hakiki dan sehagai
pengarah  perubahan  perkembangan. Mamun  menurut
Sudjsimoko, seperti vang dikuip Juore ( 19811, menvatakan
bahwa perguruan tingai kita masih  memiliki berbaga:
kelemahar,  Kelemahannva  terletak pada  kekakuan dan
kekurangpekaan atas kebutuhan -kebutuhan masyarzkal yang
sedang berubah, Peran perguruan tinggi sebenamya tidaklah
semata-mata membatasi died pada trasformasi il pengetabian
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dan teknology vang telah shopisticated, tapt juga dapa
menciptakan  pengetahuan  dan teknologr baru melalu
serangkaian penelitian.  Denpan demikian perguruan tinggi
bukanlah tempar "pelatihan masal”, tapl tempat dimana terjadi
pemmbentukan dan transformasi culfural capital pada peseria
dacdik.

Selain imx, kelemahan sistem pendidikan itu sendir,
kKhususnva pendidikan fnpai,  adalah sifatnya vang lebih
memperkeal  daripada memperlemah ketidaksamaan sosial.
Menuwrut BEavmond Bouden (1977 eguafiny i bidang
pendidikan  tidak mampu  merubah  dan memnpgkatkan
kehidupan masyarakat, karzna pendidikan sebagai alat social
reform sangal 1erbatas efekiifitasnya. karena masih banyaknya
aspek strukiural vang menenmkan stratifikast sosial, Bahkan
menurtt Callin dart pendekatan  Rontlik, pendidikan
merupakan alat vare hempertahankan ketimpangan dalam
sy ikl

Wajar jika kemudian mwncul gupatan techadap elitisme
pendidikan atau lemahnya perataan pendidikan, Padahal salah
satu tujuan kebijakan pendidikan sastonal adalah ercapaimyva
peratsan pemdiclikan inl. Memuut Ki Supriveke (Rompas, 3
Mer [993) konsep perataan pendidikan ini dari tahun sélalu
mendapat ujan. Sekarang pelavanan pendidikan cenderung
lehib dinikmati kaum elit. Bukan saja elit imtelekival akan
letapl juga elit ekonomikal.

Meskipun tidak berartt bahwa aspek kemampuan ndak
berbicara sama sekall dalam menjaring peserta didik.  tetapi
situgsanyva telah terkondist member: angin bagt kawm berduit
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mendapat prioritas dalam pelavanan pendidikan. Keadaan ini
lebih terasa pada jenjang pendidikan tinggi. Hampir pada
semua pelayanan pendidikan vang baik diisi oleh orang berduir,
vang sekaligus bisa disebut orang kota.

Sementara i keinginan orang tua dari lapisan masyarakal
manapun untek  menyekolahkan anaknya sampai perouruan
tingei semakin besar.  Karena ada angeapan vang pada
kenvataannya tidak sepenuhnya benar balvwa Julusan perguruan
tinggi merupakan tikel untuk mendapatkan posisi kerja vang
lebih baik. Drost 8] (Kompas. 1 Mei 1993 mengingatkan
agar para orang tua mengubah keinginan mereks untuk
mengharapkan anak-anaknva melanjutkan sekolab ke jenjang
umiversitas. Sudah sastnya pandangan seperti itu disingkirkan.
karenz pandangan tersebut keliru sama sekali. Tidak scluruh
tamatan SLTA layak melanjutkan ke universitas. Dalam pasar
kerja di masyvarakat. kebutuhan akan 1enaga terampil justru
lebib banvak dihasilkan oleh sekolah kejurusn dan akadem,

Dalam sistem pendidikan di negara maju dikenal adanwva
tracking system. Dimana pada tingkat sekolah lanjutan peserta
didik  telah diarabhkan sedemikian rupa untuk  memilih,
melanjutkan atau tidak ke pergurvan tinpgi, Masyarakat di
negdara maju menvadarl tidak mudah dan Bukan sembarang
OTRNEZ dapat masuk umiversitas.  Lapi pula banyak lahan
pekerjaan vang tidak menuntut lulusan universitas, Sehingpa
ditingkat sekolah lanjutan mercka telah menentukan sikap
untuk melanjutkan atau tidak ke universitas.

Namun tngginys  aspirasi orang tua menvekolahkan
anaknya. saat ini bertelak belakang dengan fenomena barw

26



Surmal Bapdanpan dan Pernbahan Sosif Bedaya

dimana banvaknya calon mahasiswa vang telab diterima di
universitas tertentu,  yang lernyata tidak mendaftar ulang.
Sinvalemen yang muncul atas peristiwa i adzlah modai
Jenuhnya masyarakat terhadap program-program studi lertenty,
khususnva  di bidang  ilmue Kependidikan  (Supriveko.
Kedaulatan Rakyat, 4 September 1992 Iisisi lain, hal ini
bisa ditafsirkan bahwa masyarakal semakin kritis  dalam
menentukan pendidikan yang ditempuh.  Apalagi tidak ads
jaminan babwa tamatan perguroan linggi akan segera diterima
didunia kerja. Hal mi barangkali mereka sadari dari tingginya
tingkat pengangguran terdidik sehingga mercks lebih memilih
untuk masuk pada pendidikan singkat atan pendidikan non-
formal.

Sektor Pendidikan dan Pembangunan Nasional

Seperh telah dijelaskan di atas, pendidikan dalam ardi
vang luas adalah sualu proses yang berkaitan dengan upaya
mengembangkan  pandangan  hidup, sikap  hidup dan
ketrairpilan hidup pada die: setiap peserta didik. Namun dalam
perkembangan masyarakat. pendidikan lebih banvak dilihat
sebagal lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk mempersiapkan generast bamu memasukl dunia kerja,
dengan meningkat aspek Ketrampilan hidup,  Diakui secara
sadar atau tidak, porst twntutan tugas in lebih deminan
dibandingkan dengan tugas hakiki pendidikan sendir, vakni
mencerdaskan kehidupan bangsa (Zamrond, 1992). Akibainya,
kegagalan transformast dan dunia pendidikan kedunia kerja,
dengan indikator semakin besarmya angka pengangguran, akan
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ditimpakan  pada dunia pendidikan.  Belum lagi  fungs
pendidikan  untuk meratakan pendapatan juga mengalami
kegagalan.

Pendidikan yang dicerminkan dalam sistem persekolahan
tsehoaling) pada dasamya bertujuan sebagal wadaly sosialisast
dilam  bentek  tmanslormast nila-nilai dan juga bertujuan
memberikan  pengajaran  untuk  meningkatkan  ketrampilan.
Efektifitas pendidikan sistem persekolaban vang menekankan
aspek  ketrampilan bhidup dengan menitikberatkan  pada
penguasaan basic skill yang dilaksanakan dengar struktur vang
kaku dan sistem sekolah vang otoriter telah gagal dalam
melaksanakan transformasi sikap, pola pikir dan ketrampilan
vang diperlukan untuk berpartisipasi baik untuk dunia kerja
mavpun untuk pendidikan tinggl, Dengan kata lain, sekolah
hanys menjanjikan sukses pendidikan ckonomi vang semu.

Pemerintah merupakan kekuatan utama yang mampu
menentukan srab dan kebjakan pendidikan,  disamping yang
paling  mampu  menyediakan  {asilitas  pendidikannya.
Pemerintah harus menjalankan pendidikan secasa netral dari
pertimbangan-pertimbangan  persaingan ekonomi.  Artinya,
fembaga pendidikan bersifat mandiri dan otonom.  Pemerintah
akan cenderung menjadi tempal utama vniuk mengorganisir
hegemom golongan elit masyarakat (Camoy, 1986). Dengan
kata lain. habwa arah dan kebijakan pendidikan banyak
dipengarubi  olelh  kepentingan  ekonomi  dan juga  oleh
kepentingan politik.

Kalau antara kedvanya berkolaborasi untuk menekan dan
mendaminasi pendidikan, maka cenderung muncul apa vang
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disebut eco-paedegical dictarorship. Proses pendidikan vang
sangat kaku dan penuh dengan aturan-aturan yang ketat ontuk
mencetak tenaga kerja bagl dunia mdustn.  Pendidikan vang
seracam ini akan cenderung memperlakukan peserta didik dan
juga guru sebagai robol, inhuman dan impersonal. Hasilnya
akan lahir lulusan-lulusan yang merupakan pribadi tanpa
kreativitas dan kemandirian.

SMunculnya problem sosial ekonomi. seperti produktifitas
metosot.  persentase penduduk miskin masih besar,  dan
pengangeuran yang semakin besar akan selalu dikmtkan dengan
pendidikan.  Masvarakat akan menghakin ketidakberdayvaan
lembaga  pendidikan dalam mempersiapkan  tenaga  kerja.
Memang secara fcoritis  pendidikan tidak saja akan
meningkatkan pendapatan masyarakat,  tetapl juga akan
meratakan  kesempatan  antar kias  sosial  dan meratakan
pendapatan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mamun,
perkembangan dewssa ini menunjukan bahwa pendidikan telah
melewati batas produktifitasnva: Pendidikan dinyatakan tidsk
efisicn dan tradisional hingga peserla dulik didorong ke pimggir
{dfrop o) atau tidak mampu memasuki lapangan kerja disektor
industri modern.  Disamping e, peserta didik vang gagal
dalam pendidikan akan gagal pula di dunia kerja. baik dalam
arti hanva menempati hirarki tingkat bawah dalam dunia kerja
atau menjadi penganggur.

Jadi dalam kepentingan pembangunan, sektor pendidikan
lehih dilihat sebagal kegiatan vang sistematis dan terorganisir
untuk menghasilkan sumber daya manusiz yang bersama
teknologi diangpap sebagai endegenous factor delam fungs:
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produksi. Sikap seperti ini sejalan dengan semakin diakuinya
betapa pentingnya sumber dava manusia dalam pembanguian
bangsa,  Hal ini sekaligus juga dischabkan perubahan orientasi
dan pendekatan pembangunan yang semula mengandalkan
keungpulan komparatif (comparatif advantage) menuju kearah
menciptakan keunggulan: Kompetitif {comperiive wevantage)
disebabkan seringnya terjadi kegasalan pasar {mearker failure),

Berdaserkan hal di atas dan ditambab oleh tingginya
kompetisi i pasar dunia yang mau tidsk mau harus dibadapi
bangsa Indonesia maka memasuki PIPT 11 tampaknya telah
terjadi - perubaban  orientasi  pembangunan  dengan  lebih
memberi perhatian kepada investasi modal manusia.  Selama
PIFT | pemerintah menjalankan kebijakan vang dikatakan
munmimalis, berupa perluasan kesempatan belajar Khususnya i
sekolah dasar. program latihan yang seadanya, serta program
sains dan teknologi vang juga seadanya, Kebijakan tersebut
berada pada domain kebijakan stabilitas ekonomi makeo uniuk
mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan meningkatkan
ckspor produk-produk padat karva dan hasil sumber dava alam.
Memasuki PIPT 11, kebijakan bergeser lebib bersifat pdvocacy,
vang lebih eksplisit dalam menemukan tujuan industrialisasi.
pengembangan sumber daya manusia vang lebih intensif,
adaptasi teknologi,  serta subsidi langsung pada sekior atau
industri tertentu vang diangeap strategis.

Perubahan sifat kebijakan tersebut membaws konsekuens
perlunya dilakukan penyesvaian struktural dalam menunjang
perkembangan  industrialisasi. Penyesuatan  strukiural
dilaksanakan setidak-tidaknya dengan dua kebijakan penting,
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vakni kebijakan dibidang teknologi dan kebijakan di bidang
sumber daya manusia. Kebijakan dibidang  teknologi
diperlukan untuk mengarahkan proses alith teknolegi,  riset
pengembangan, pelatthan dan investas: asing vang mendukung
alih teknolopi tersebut.  Sedangkan kebijakan sumber dava
manusia diperlukan wntuk mendukung kebijakan teknolog;
tersebut,  sepertt pembentukan  Kelembagaan yang  dapat
menmgkatkan  kuslitas  sumber  daya  manusia melalui
pendidikan  dan pelatihan  yang  dititikberatkan  pada
pengembangan pengetahuan dan ketrampilan dasar.

Pengalaman selama ini menyatakan betapa tertinggalnya
Indonesia dalam pengzembangan sumber daya manusia, bahkan
bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malavsia dan
Singapura. Kenyataan tersebul dapat dilihat dari rendahnya
angearan  vang disediakan  ofeh  pemenntah ontuk seloor
pendidikan vang hanva 8 -10 % dard total pengeluaran,
sementara pengeluaran negara tetanggs mencapai 19 - 20 %,
Bila dilihat dari segi GNP, pengelvaran pemerintah untuk
sektor pendidikan masih di bawah 2 %, sementara di Malaysia
sudah mencapal 10%5,  serta di Sipgapura dan Korsel 5 %
(Kompas, 2 Juni 1993).

Kebijakan Pendidilan dalam PJPT I1: Menuju Era Link
and Match

Pada PIPT 1I, pembangunan nasional Indonesia
memasuki - babak  baru, vaitu tabap  tinggal  landas,
Pembangunan tersebut bertumpu pada pengembangan industri
sebapai hasil perkembangan i bidang sains dan teknologi.
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MNamun disadari  bagaimanapun  akan ditemukan  berbagai
hambatan, baik vang datang dari luar maspun yang datang dar
dalam., Hambatan dari luar diantaranva adalah perubalan
struktur perskenomian dunia sebagal akibal berkembangnya
teknolopi.  serta berakhimya perang dingin diantara negara
berkuasa,  bersatunya Jerman dan lainnya.  Perkembangan
tersebut menjadikan posisi negars berkembang semakin sulit
karena ketatnya persaingan uniuk merebut pasar dunia serta
langkanya dana murah berupa dana pinjanvan luar negeri.

Disamping ity terbentuknya aliansi-aliansi ckonomi sepertd
Pasar Tungzal Eropa, Kawasan Perdagangan Debas Antlantik
Utara (NAFTA), pasainva putzran Uruguay dao sebagainya
memperlihatkan  pula  kesulitan-kesulitan  lain  yang  harus
dihadapi pegara-negara berkembang untuk bersaing di pasar
alobal. Sementara itw, dari dalam terdapat hambatan berupa
rendahnya produktifitas,  Rendahnva produktifitas ini terjadi
dischabkan rendahnyva tingkal pendidikan, rendahnya tingkat
upah, etos kerja yang buruk, serta rendahnya daya samg,

Disatu sisi,  sistem pendidikan nasional dituding pagal
menciptakan tenagakerja vang berkualitas, kreatif dan mandiri.
Lembaga pendidikan dinyatakan hanya mampu menciptakan
sumber dava manusia vang lergantung nasibnya pada orang
atau lembapas vang bisa memakainya, Artinyas, produk
pendidikan temyata tidak mampu menyanggs kepiatan indusini
seperti vang diamanatkan olch GBHN.  Bisa dimengerti
penyebab  tingzinya tingkat pengangguran  inteleltual di
Indonesia disebabkan mereka tidak mampu masuk dunia kerja
(Merdeka, 10 Septemzber 1992),

iz
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Pengangguran intelekival mi tidak hanva dikaitkan dengan
masalah ketenapgakerjaan, melainkan pula berkorelasi erat
dengan mutu  dunia  pendidikan. Ade  kecenderungan
pendidikan kita menitikberatkan pada kognisi teoritis dan
humanitas. sedangkan aplikasi praktis yang ditopang oleh skill
keteknikan kurang dipentingkan.  AKibatmyva muta lulusan
dirasakan masih mengambang dan belum matang menghadapi
dunia kerja.

Hal lain vang disorot pada sekior pendidikan ini adalah
terlalu banyvaknya dikembangkan jurusan atan bidang ilmu
sosial,  Bidang tlmu sosial dianggap sebapsi sember utama
pengangeuran intelekial, disebabkan sifat keilmuannya yang
tidak  bersifat  aplikatif  langsung  untuk  kepentingan
pertumbuhan pembangunan. Produk disiplin ilmu sosizl lebil
bamyak "berbicara” ketimbang "bekerja", schingga mereka
lidkak mampu menciptakan dan menghasilkan hal-hal yang
bersifat konkrit. Karena itu vang perlu lebih banyak dihasilkan
adalah para lulugan ilmu eksakla, karena mereka lah yang
terlibat langsung dengan perkembangan teknologl, industri dan
rekiavasn,

Sikap vang diaminil para decision maker bidang pendidikan
dalam mengatasi masalah di ates adalabh membuat kebijakan
mengurangl  jumlah  bidang studi ibmu sosial. Menter
Pendidikan,  di berbagai kesempatan selaly menckankan
pentingnya  pengembangan  iptek  dan  mengstatusquokan
perkembangan bidang  studl ilmu sosial dan  humaniora.
Bahkan pada bidang studi sosial dan humaniora vang dianggeap
telah jenuh lulusannva disarankan untuk dibapus. Sebaliknya,

an
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disarankan dan membuks peluang kembali dihidupkannya
sekalah-sekolabh kejuruan dan terutama politeknik-politeknik
vang disnggap lebih bisa menghasilkan produk siap pakai
untuk kepentingan dunia industri dan pembangunan  pada
umumnya (Pelita, 25 Februard 12831,

Bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa pernyatan
sinis berganti menteri berganti lebijakan tetap saja tidak bisa
dihilangkan, Kebijakan baru memberlakukan korikulum 1994
terlihat sebagiannya merubah substansi materi  pengajaran
disekolah. Artinya, konsistensi substansial kelihatannyva sular
dipertahankan. Karena berganti  menteri  berarti  juga
bergantinya cara pandang dan antisipasi terhadap masalah
pendidikan,  Apalagi jika menteri pengpanti berasal dan
filasafi keilmuan vang berbeds, Disinilab letak salah salu
problema dimana jabatan menteri bukan merupakan jabatan
Larir, tapl lebib bersifat politis.  Sehinggza orang yang
diternpatkan pada posist menteri tersebut tidak mengawal
karimya dari bawah, sehingea kedalamannya rnemiahami
perspalan pendidikan relatif terbatas.

Dralam PIPT 11 ini, kebijakan pendidikan yang bertujuan
melayani dunia kerja bersumber dar terminologi baru yaitu
konsep  keterkaitan  (Tink) dan  keterpadanan  {maich).
Terminologi ini menjadi sangat dikenal berawal dari hasil
rencana kerja sama yang eral antara Depdikbud dan Depnaker
(Kompas, 1 Mei 1993). Kedua menteri di dua departemen itu
sepakat untuk bekerja erat saling mengisi agar pendidikan tidak
menghasilkan pengangguran semata. Dari rencana kerjasama
farmal antara kedua departemen tersebut Tahir terminalogi ik
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and march, yang sebenamya cara lain unluk mengatakan
pendidikan "siap pakai™.

Istilah "siap pakai” telah mengundang pro dan kontra
antara kalangan teknolop dan para ahli pendidikan, Larens
memang tidak semudah  dikatakan untuk membuat  disain
sistem pendidikan vang menghasilkan Julusan "siap pakai”.

[dani segl perencanaan, mau tidak mau  penguasa
pendidikan harus melakukan perencanaan pendidikan dengan
medel manpower needs approsch. Namun model vang seperti
i mengandung jebakan kebijakan jika tidak didekati secara
hati-hati karena masyarakat Indonesia sangat plural dar segi
kebutuhan teknologinya. Pertanyaan yang hisa dimunculkan
sekitar hal tersebut adalah pendidikan harus dikaitkan dan
diselaraskan dengan kebutuhan teknologi masyarakat yang
mana Y. Jawaban bisa jadi ditentukan oleh periimbangan-
pertimbangan  politik,  sosial dan ekonomi yang sangat
kompleks. Disamping  itu  membuat  perencanzan
ketenagakerjaan untuk 10-20 tabun kedepan tidaklah mudah,
karena sifainya vang tidak konstan. Harps ada kemampusn
untuk mencari hubungan antara demand side dan supply side di

bidang pendidikan.
Alternatif mengembangkan sekalah kejuruan  bukanlah
tidak mengandung jebakan-jebakan.  Hal ini secara tidak

langsung adalah bentuk awal Amerika Serikat seperti vang
dinyatakan oleh Cohen dan Lazerzon (1977} dimana
pendidikan  adalah  hamba  vang  melaveni  kepentingan
kapitalisme yang sedang tumbuh.  Foster (1977) juga
menemukan kekeliruan pemikiran tentang sekolah kejurusn
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dalam perencanaan pembangunan. Temuannya di Alrika
menyatakan adanya kesenjangan tingkat upab, sepmentasi
pekerjann berdasarkan  etnis  yang mempengarubi
perkembangan sekolah kejuruan.  Disamping i individi-
individu yang terlatih itu belum jelas bekeria untuk siapa,
larena tidak adanyva permintaan uyata di pasar kerja.

Persoalan lain yang lehih mikro dicermati adalah soal
put, process dan oulpil dalam penyelenggaraan pendilikat.
Dalam  sosiclogi  pendidikan  ketiga hal - dikenal  sebagai
blackboy vang  meneniukan hasil pendidikan  tersebut
{ Rolinson, 1986). Input yang siduk benar seperti pesena didik
vang kurang berkualitas cenderung tidekkan menunjang kepada
konsep link and mach, Peserta didik vang Kurang berkualitas
dan tidek cocok akan menyebabkan pembenaran terhadap
adagivm gerbage I, carbage oul. Demikian pula jika
prosesnya  tidak menunjang,  Seperit gUCL Yank kurang
perkualitas dan  kurang menguash manajernen kelas - akan
berpengaruh terfhadap peserta didik. Bagaimanapun baikoys
mput dan process letapi tetap tidek akan memberikan output
vang seragam, Akibatoyd produktifitas kerja mereka tidak
mungkin dibakukan oleh proses pendidikan,  Jauh sebelum
merzka bekerja.
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